BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEFULAUAN SANGIHE

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN TIPE B

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Orgarisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Tipe B;

Mengingat 1 1. Undang-Undang MNomor 29 Tahun 18939  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

b

Nepara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S234):



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor &, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomow 3494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Megeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negars Republik [ndonesia Nomor 4015} scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tertang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4322},

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Persturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran MNegara
Republik indonesia Nomor 4 194);



10.

12.
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Peraturan Pemervintah Nomor 9 Tahun 2003 (entang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawail
Negeri Sipi' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826},

Peratirran  Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawes:
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3237);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prodek Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahur 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran  Daerah
Kabtupaten kabupaten Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).
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MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS!I SERTA TATA KERJA
KECAMATAN TIPE B.

BAB I
HETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas nembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip MNegara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daecrah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daereh vang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai
kecamatan di kabupaten,

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Pelayanan Dasar adalah pelavanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
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13.

14.

13.

16.

-5

Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk
menduduki suat jabatan tertentu.

Susunan Organisasi adalah suatu strukiur dan hubungan kerja serta
posisi yang ada pada suati organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.

Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam
penyelenggaraan organiszasi yang harus dilaksanakan.

Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah
pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien,
Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib
dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan,
keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan daiam pelaksanaan
tugasnya, melalui kesesvaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas
jabatan yang ditempuhnya.

Kelompok Jabatan funpgsional adalah sckelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada ke ahlian dan keterampilan tertentu.

BABE I
KEDUDUEKAN

Pasal 2

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kampung dan
kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB I11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas ;

a.

b
C.
d

L1

Camat;

Sekretariat;

Seksi Pemerintahar;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung dan Kelurahan;
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(3)
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Seksi Pelayanan Umum dan Kesecjahteraan Sosial; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasai 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh
Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretariat sebagaimanes dimaksud pada ayat (1) membawahi :

4. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan

b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, huruf d, huruf e dan
huruf f masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi, berada di bawah dan
bertanggunyg jawab kepads Camat melalui Sekretaris.

Sub Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b,
dipimpin olch Kepala Sub Bagian, berada di bawah dean bertanggung
jawab kepada Seckretaris.

Susunan Organisasi Kecamatan sebagsimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Camat

Pasal 5

Camat mempunyai tugas .

.

b.

menyelenggaralkan Urvsan Pemerintahan Umum;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
UImLIm;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan amum;
mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
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membina dan mengawasi penyelenggaraan  kegiatan kampung dan
Kelurahan; dan
pelaksanaan fungsi lain yeng diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal &

Sekretariat mempunvai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan,

pengembangan dan pembinaan pegawai, memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan pemerintah

kecamatan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

menvelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Kecamatan;

penyelenggaraan  kegiatan  penatausahaan dan  ketatalaksanaan
administrasi keuangan;

penvelenggaraan  kegatan  penatausahaan umum, hukum dan
kepegawaian,

pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan
Kecamatan;

pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
pelaksanaan fungsi lain yarg diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal &

Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

menyusun rancangan Renstra dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
menyusun rencana progiam,/kegiatan Sub Bagian Program, Keuangan dan
Pelaporan;

menyelengearakan auministrasi keuangan, perbendaharaan dan akuntansi

dinas:
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mengoordinasikan penyusunan  rencana anggaran yang ada pada
lingkungan kecamatan;

menyusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;

meneliti  kelengkapan  berbagai jenis dokumen keuangan dan
perbendaharaan yang diterapkan sesual aturan,;

melakukan verifikasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan,
menyiapkan, menecatat dan membukukan perintah pernbayaran;
melaloukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan,

melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan laporan kevangan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran;

memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi dalam rangka

pelaksanaan tugas bawahan;
membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan dana APBD; dan

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuail dengan

tugasnya.

Pasal @

Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyal fugas

a.

menyusun rencana dan  program Sub Bagian Umum, Hukum dan
Kepegawsiarn;

Mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan
ketatalaksanaan kecamatan;

mengelola, memperbaiki, memelihara dan merawat perlengkapan kantor;
melaksanakan penatalaksanaan aset, inventaris dan perlengkapan dinas;
menyusun  bahan  rancangan peraturan perundang-undangan dan
fasilitasi bantuan hukum;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;

melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosi/ penjenjangan
serta penjatuban disiplin pegawat;

meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pegawai;

menyiapksn dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum
terkait dengan tugas poliok kecamatan;

mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang
hukum dan perundang-undangan;
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memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagi aparatur dinas terkait

dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas,
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Seksi Pemerintahan mernpunyai tugas :

=

menyelenggarakan pemerintahan umum dan koordinasi pembinaan
pemerintahan kampung/ keharahan;

melakukan pengadminisirasian kependudukan dan pencatatan sipil;
membina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Pasal 11

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Usmum mempunyai tugas :

A,

penyusunan program dar penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban;

pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta
pembinaan tugas keagraraan,

penanganan peraturan daerah dan produk hukum lainnya; dan
melaksanakan tugas la‘n yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya,

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan Masyarakat
Kampung dan Kelurahan

Pasal 12

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung dan Kelurahan mempunyai tugas :

a.

menyusun program dan pembinaan pembangunan sarans dan prasarana

serta pembinaan pelayanan umanm;
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menyusun  program  dan  pembinaan  perekonomian produksi  dan
distribusi;

menyusun program dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan
kesejahteraan keluarga serta kelembagaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas °

a,

(1)

melaksanskan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
pelayanan kekayaan dan inventarisasi kampung/kelurahan serta bantuan
sosial, pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi wanita dan
olahraga;

melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
pelayanan  kebersihan dan  sanitasi  lingkungan seirta pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan
masyarakal;

melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan
sarana dan prasarana fisik pelavanan umum;

memfasilitasi program bantuan dan santunan sosial bagi keluarga miskin,
dan korban sosial lainnya serta pelayanan laporan tentang kondisi dan
kebutuhan bidang pendidilan; dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Pasal 14

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, camat
melaksapakan tugas yang dilimpahkan olech Bupati unituk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
meliputi

a. Penzinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan:

Pengawasan;

i
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f. Fasilitasi;
g. Penetapan,
h. Penyelengzaraan; dan

i, Kewenangan lain yanz dilimpahkan.

(2) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

(1)

(2]

13

1)

15)

(6]

(7}

BABV
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
teniaga fungsional wajih menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupurn antar satuan
organisasi dilingkunigan Pemeriniah Daerah serta dengan Instansi lain
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Sctiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
vang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan  bawahannya  masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petumuk kepada
bawahannya.

Dalam peryampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampsikar kepada satuan organisas: lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
himbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.
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BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 16

(1} Camat, merupakan jabatan strultural eselon lla.

{2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon [Va.

{3) HKepala Seksi, merupakan jabatan struktural eselon 1Va.

(4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan jabatan
struktural eselon IVb.

BAB V11
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Dilingkungan Kecamatan dapat ditetapkan jabatan  fungsional
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
prosedur dan kKetentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3} Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior vang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kepulauan Sangihe Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



_]_'-|._
Pasal 20

Peraturan Bupatl ind mulal berlalon pada tanggal divndangkan,

Agar setiap orang mengetahuvinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannuya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH EABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

r"..-""
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUFATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR
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